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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus
dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu
hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam UUD 1945 maupun dalam
Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU no.
7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi
manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi
kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan
kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak
social dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Dalam
hal ini, negara berperan penting dalam mengendalikan stabilitas ketersediaan
pangan.’

Seperti yang dijelaskan secara tersirat melalui pesan dalam Al-Quran

QS. Al — Quraisy {106} : 3 - 4)
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Artinya . “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah
ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk

menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan .

! www.bulog.co.id — Ketahanan Pangan


http://www.bulog.co.id/

Dua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut — kesejahteraan yang dicapai
dengan tersedianya pangan (pertumbuhan ekonomi) serta jaminan keamanan
— merupakan dua hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi melahirkan stabilitas keamanan dan stabilitas keamanan melahirkan
pertumbuhan ekonomi. Negara menjamin keduanya melalui lembaga
kenegaraan yang sangat identic dengan pangan, yaitu Badan Urusan Logistik,
atau yang biasa kita sebut BULOG.

Badan Urusan Logistik atau yang biasa disingkat dengan Bulog
merupakan lembaga negara yang membidangi logistik dan pangan untuk
rakyat Indonesia.Sistem kerja Bulog yang menjadi pilar ketahanan pangan,
memiliki banyak gudang di seluruh Indonesia yang digunakan untuk
menyimpan barang logistik, khususnya beras dan gabah. Jika dilihat dari
konsep dan mekanisme kerjanya, terdapat aplikasi penimbunan yang dalam
konsep ekonomi islam dikenal dengan sebutan ikhtikar (penimbunan).
Konsep ikhtikar ini seperti yang dilakukan Nabi Yusuf yang berawal dari
penafsiran mimpi Raja Mesir. Al Quran telah memaparkan dalam QS. Yusuf

ayat 43 :

Artinya : Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):

“Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-



gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir
(gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.” Hai orang-orang
yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika
kamu dapat mena'birkan mimpi.” (QS. Yusuf {12} : 43)

Dalam kitab suci al Quran terdapat kisah Nabi Yusuf yang dapat
mengatasi masa sulit berupa krisis pangan karena kekeringan dan paceklik.
Diceritakan pada waktu itu Raja Mesir bermimpi melihat tujuh sapi gemuk
dimakan tujuh sapi kurus.Demikian juga melihat tujuh tangkai gandum yang
hijau, kemudian disusul oleh tujuh tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf
sebagai salah satu utusan Allah mempunyai karakter “al-amin”, sehingga
dipercaya dapat memaknai mimpi Raja Mesir tersebut. Nabi Yusuf
menerangkan di Mesir pada waktu itu akan terjadi kemakmuran selama tujuh
tahun berturut-turut, kemudian tujuh tahun berikutnya akan disusul krisis
berat karena muncul masa paceklik.

Manajemen logistik yang diusulkan oleh beliau adalah menyimpan
panen tanaman pokok masyarakat (gandum) pada saat terjadi kelimpahan
produksi untuk berjaga-jaga karena nantinya selama tujuh tahun terjadi masa
krisis akibat kekeringan.Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana beliau
dapat mensosialisasikan ke masyarakat dan bagaimana teknik

penyimpanannya pada waktu itu. Yang terpenting adalah kemampuan



manajerial dan ilmu, tetapi yang lebih penting lagi adalah adanya sifat
amanah dalam melaksanakan suatu tugas®.

Nabi Yusuf melakukan safari dari satu tempat ke tempat lain untuk
memberikan penyuluhan agar melimpahnya panen tidak dihambur-
hamburkan, akan tetapi disimpan guna berjaga-jaga pada saat terjadi paceklik.
Beliau juga meminta kepada masyarakat, untuk setiap lima gantang gandum
yang dipanen, satu gantangnya diserahkan kepada Raja, untuk keperluan stok
nasional.Cara penyimpanannya supaya tahan lama dalam al Quran
dinyatakan, gandum yang disimpan diawetkan dengan cara meninggalkan
bulirnya tetap ditangkai. Hasil riset modern, seperti yang dilakukan oleh ‘Abd
al-Majid Bil’abid dan teman penelitinya dari Universitas Rabat, Maroko,
membenarkan teknik penyimpangan tersebut supaya tahan lama.

Hasil penelitiannya antara gandum yang tetap ditangkai dengan yang
terpisah, meunjukkan hasil yang nyata bahwa gandum yang tetap
ditangkainya kualitasnya tetap terjaga, sementara bulir yang terpisah dari
tangkainya, mulai mengering dan kehilangan kadar air hingga 20,3 persen
dan kadar gulanya juga hilang sampai 32 persen. Konsep ikhtikar inilah yang
kemudian secara sengaja maupun tidak sama dengan aplikasi ikhtikar yang
dilakukan oleh Bulog dalam gudang-gudangnya. Hal ini sebagai indikator
bahwa ada nilai-nilai islami yang secara implisit terdapat dalam salah satu
lembaga pemerintah dengan motto “Bersama Mewujudkan Kedaulatan

Pangan” ini.

?Luthfi Hamidi, The Crisis- Krisis Mana Lagi yang Engkau Dustakan?, Jakarta: Penerbit
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Peran Bulog sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas
pangan nasional kini tidak lagi sama seperti dahulu. Bulog yang pada era
sebelum orde baru memiliki posisi yang kuat dan tangguh Kini seakan
“dikebir1” dengan diindikatori masuknya IMF ke Indonesia sekitar satu
setengah dekade yang lalu. Masuknya IMF identik dengan gagasan untuk
menderegulasi segala sektor.Krisis ekonomi Indonesia yang disebabkan efek
domino dari krisis financial yang terjadi di Asia menyebabkan pemerintah
membutuhkan uluran tangan dari IMF. IMF akan memberi bantuan ketika
pemerintah memenuhi syarat-syarat darinya, yang salah satunya adalah
deregulasi, sehingga bantuan dari IMF berarti mengharuskan tiap pengusaha
bersaing secara sehat. Salah satu sasaran IMF adalah fungsi Bulog yang
ketika itu telah diperluas.

Liberalisasi pangan dalam hal distribusi dan harganya sesungguhnya
telah terjadi seiring dengan pengebirian fungsi Bulog.Bila ditinjau dari latar
belakang historis kemunculan lembaga Bulog di awal pemerintahan Orde
Baru (1967), Bulog berfungsi mengamankan penyediaan pangan (beras)
nasional.Fungsi ini digunakan juga oleh rezim Orde Baru untuk mendapat
legitimasi dari rakyat melalui stabilisasi harga dan pasokan beras.Seperti yang
kita ketahui, gejolak inflasi di masa-masa akhir pemerintahan Soekarno
berdampak pada kesulitan rakyat untuk mengakses bahan pangan. Hal inilah
yang dijadikan “amunisi” politik bagi rezim lama sekaligus meraih dukungan
rakyat melalui propaganda bahwa pemerintahan Orde Baru akan

“memperbaiki” salah urus ekonomi di era Orde Lama.



Sepanjang era pemerintahan Orde Baru (1967-1997), fungsi Bulog terus
diperluas dari mulai stabilisator harga pangan, koordinasi pembangunan
pangan, hingga penyediaan dan pengolahan bahan-bahan pangan.Bahan
pangan yang dikelola Bulog bukan lagi sebatas beras, tetapi juga gula,
gandum, kedelai, terigu, dan sebagainya.Harus diakui, pola semacam ini
terbukti sukses menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan selama era Orde
Baru.Namun, celakanya Bulog kemudian menjadi ‘sapi perah’ kroni-kroni
politik Soeharto dan Golkar. Hal ini terjadi seiring bermetamorfosanya rezim
Soeharto dari semula rezim kapitalis-komprador menjadi rezim kapitalis
kroni. Dinasti politik dan ekonomi Soeharto merambah semua sektor bisnis
sekaligus menggerogoti keuangan lembaga-lembaga negara, termasuk Bulog.

Meluasnya kapitalisme kroni inilah yang membuat marah kapital
multinasional karena merasakan adanya ancaman dari kiprah dinasti Soeharto
yang mulai dominan dalam perekonomian Indonesia. Akhirnya, ketika krisis
ekonomi menerpa Asia tahun 1997 IMF datang untuk ‘“membantu”
perekonomian Indonesia dengan resep Letter of Intent (LOI). Sejatinya, IMF
merupakan representasi dari kepentingan modal internasional yang
akanmematahkan dominasi kapitalisme birokrasi dan kroni yang menjamur di
era Soeharto. Melalui LOI, IMF memaksa Soeharto untuk mengurangi fungsi
Bulog hanya sebatas mengurus komoditas beras saja. Tuntutan IMF itupun
dipatuhi Soeharto dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.
19 tahun 1998, yang membatasi tugas pokok Bulog hanya untuk menangani

komoditas beras. Sementara komoditas pangan lain yang sudah ditangani



Bulog selama era Orde Baru dilepaskan ke mekanisme pasar, termasuk
penentuan harganya.

IMF tidak pernah ikut campur dalam politik suatu negara. Namun, jika
IMF membutakan diri betapa pentingnya kondisi politik dari Negara yang
dibantu, jelas sangat naif, dan bantuannya akan mubadzir.Tujuan IMF
menuntut hal tersebut dari pemerintahan Soeharto adalah untuk membuka
peluang kapital asing bermain lebih ‘lincah’ dalam perdagangan dan
penentuan harga pangan di Indonesia.lnilah awal dari pengebirian fungsi
Bulog sekaligus juga awal dari liberalisasi harga pangan.Pada era reformasi,
pengebirian fungsi Bulog sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan
disamarkan dengan perubahan status badan usaha.Seturut kehendak IMF,
pemerintah Indonesia mulai menjadikan Bulog sebagai lembaga yang
bergerak dibidang usaha jasa logistik dan berorientasi profit melalui Keppres
No. 29 tahun 2000.

Status Bulog sebagai badan usaha yang profit oriented pun semakin
final dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) RI no. 7 tahun 2003
tentang perubahan status Bulog menjadi Perusahaan Umum (Perum). Sejak
saat itulah peran Bulog dalam distribusi dan pengadaan pangan (termasuk
beras) serta menjaga stabilitas harga semakin diminimalisir karena dianggap
tidak profitable.Dan kini, fungsi Bulog semakin direduksi melalui RUU
Pangan, bahkan Bulog sendiri dilebur ke dalam sebuah lembaga baru, BOP.

Sebaliknya, peranan swasta dalam penyediaan pangan semakin dilegitimasi

8 Kwik Kian Gie, Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik, Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 63



dalam RUU Pangan yang mulanya akan disahkan akhir tahun 2011 kemarin,
namun ternyata diundur.

Pangan merupakan hasil bumi yang sangat terkait dengan hajat hidup
orang banyak dan harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Oleh sebab itu, RUU
Pangan yang membuka lebar peluang swasta untuk berkiprah dalam sektor
pangan sangat bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan harus ditolak.
Peran negara mutlak dibutuhkan dalam menjaga ketersediaan pangan dan
kestabilan harga melalui lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani
sektor tersebut secara tersentral. Melalui peran sentral lembaga tersebut pula,
alur distribusi harus dipotong sesingkat mungkin demi terwujudnya harga
yang menguntungkan dua pihak sekaligus: petani produsen dan rakyat
konsumen. Lebih jauh dari itu, kedaulatan pangan tak lagi menjadi slogan

kosong belaka®.

*Hiski Darmayana, http://www.berdikarionline.com/ruu-pangan-dan-fungsi-bulog/, diakses
Kamis, 26 Nopember 2015, pkl. 15.37
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ORDE BARU REFORMASI
Tugas Pokok: Tugas Pokok:
1. Mengendalikan harga pangan (Keppres 1. Manajemen logistik melalui pengelolaan
N0.39/1978, Keppres N0.50/1995, persediaan, distribusi, dan pengendalian
Keppres N0.45/1997, Keppres harga beras (Keppres N0.29/2000)

N0.19/1998)

2. Membina ketersediaan, keamanan dan
pembinaan mutu gabah, beras, gula,
gandum, terigu, kedele, bungkil kedele,
serta bahan pangan dan pakan lainnya

2. Pengadaan beras dan penyaluran beras
3. Usaha jasa logistik

(Keppres N0.103/1993) Bentuk Lembaga:

3. Mengelola persediaan pangan dalam Perum (Perusahaan Umum)
gudang

4. Monopoli pengadaan pangan dalam
negeri

5. Memenuhi kebutuhan pangan dan mutu
pangan (Keppres N0.103/1993)
Bentuk Lembaga:
LPND  (Lembaga  Pemerintan  Non
Departemen)

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana konsep ekonomi islam mengenai kebijakan pemerintah Orde
Baru terhadap peran Bulog?
2. Bagaimana konsep ekonomi islam mengenai kebijakan pemerintah era
reformasi terhadap peran Bulog?
3. Bagaimana komparasi peran keduanya dipandang dari perspektif
Ekonomi Islam?
C. Fokus Kajian
Ruang lingkup penulisan penelitian secara umum akan dibatasi pada
peran BULOG, baik saat diberlakukannya pemerintahan Orde Baru maupun

setelahnya. Sementara, penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif
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keduanya menurut pandangan Ekonomi Islam, yang akan memaparkan

periode mana yang lebih sesuai dengan landasan syariah menurut Islam.

Tujuan Kajian

1.

Untuk mengetahui konsep ekonomi islam mengenai kebijakan
pemerintah orde baru terhadap peran Bulog.

Untuk mengetahui konsep ekonomi islam mengenai kebijakan
pemerintah era reformasi terhadap peran Bulog.

Untuk mengetahui komparasi peran keduanya dipandang dari perspektif

Ekonomi Islam.

Kegunaan Kajian

1.

2.

Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai peran Bulog di masa pemerintahan orde baru dan sesudahnya,
serta dapat menjadi bentuk apresiasi nyata atas kinerja Bulog dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian pangan.
Kegunaan Teoritis
a. Bagi Universitas
Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk mahasiswa
yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan berkaitan dengan
Perum Bulog.
b. Bagi Masyarakat
Sebagai tambahan informasi mengenai peran dan fungsi Bulog

sebelum dan sesudah pemerintahan orde baru.
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F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-
masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan
dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah
sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar
belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang
diikuti dengan tujuan, kegunaaan, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang kajian teori yang berisi teori-teori
mengenai  stabilitas harga, mekanisme pasar, teori pangan, teori
kemashlahatan dengan magashid syariah, dan juga teori mengenai bentuk
lembaga, serta teori mengenai hisbah.

Bab Ketiga berisi metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.Metode penelitian yang
digunakan penulis yaitu library research atau penelitian kepustakaan.

Bab Keempat berisi pembahasan dari pokok permasalahan. Pada bab
ini, penulis menganalisa permasalahan berdasarkan teori dan studi
dokumentasi yang penulis telah lakukan.

Bab Kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.



